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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2013 

TENTANG 
TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN 

JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN 
TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan 
Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan 
Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5052); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5281); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang 
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5326); 

5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 
19 Oktober 2011; 

6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor    
01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1992 tentang 
Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 
dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 
Untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan 
Energi Nomor 975.K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 
1999; 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1022); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN 
PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK 
KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN 
INFORMATIKA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.1539 3

1. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Jaringan  adalah 
fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi 
dan/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya. 

2. Penyangga adalah menara, tiang atau tower yang dipergunakan untuk 
menyangga Jaringan. 

3. Serat Optik adalah saluran yang terbuat dari kaca atau plastik 
berisolasi untuk menyalurkan data digital. 

4. Konduktor adalah pilinan kawat telanjang, kabel udara, kabel dalam 
tanah dan kabel dasar laut yang dipergunakan untuk menyalurkan 
tenaga listrik. 

5. Kabel Pilot adalah kabel yang dibentangkan antara tiang 
transmisi/distribusi pada saluran udara tegangan ekstra tinggi, 
tegangan tinggi, tegangan menengah, atau tegangan rendah yang 
digunakan sebagai sistem telekomunikasi untuk pengendali Jaringan. 

6. Komunikasi Data Sistem Pengendali Supervisory Control and Data 
Acquisition yang selanjutnya disebut SCADA adalah kegiatan 
pertukaran dan/atau penyampaian data untuk kepentingan sistem 
pengendali tenaga listrik. 

7. Pemanfaat Jaringan adalah pihak yang memanfaatkan Jaringan 
untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau 
informatika.  

8. Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh 
jarak bebas/minimum sepanjang Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan 
Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi yang di dalam ruang itu harus 
dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya. 

9. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud 
apabila terpenuhi persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi 
aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat 
umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak 
lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan 
dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar. 

10. Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Kepentingan Telekomunikasi, 
Multimedia, dan/atau Informatika yang selanjutnya disebut IPJ 
Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan. 

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang ketenagalistrikan. 
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12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas 
dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. 

Pasal 2  

(1) Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan 
Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan 
informatika yang IPJ Telematikanya diberikan oleh Menteri. 

(2) IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
pemilik Jaringan yang mempunyai izin usaha penyediaan tenaga 
listrik atau izin operasi dari Menteri. 

BAB II 

PEMANFAATAN JARINGAN  
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 
(1) Jaringan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, 

multimedia, dan/atau informatika. 
(2) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pemanfaatan: 
a. Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan; 

b. Serat Optik pada Jaringan;  
c. Konduktor pada Jaringan; dan 
d. Kabel Pilot pada Jaringan. 

(3) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan 
tenaga listrik, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
1. ketersediaan kapasitas Jaringan yang masih dapat 

dimanfaatkan; dan 
2. kekuatan konstruksi Penyangga;  

b. untuk pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan 
mempertimbangkan ketersediaan kanal dan/atau Serat Optik yang 
masih dapat dimanfaatkan; 
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c. untuk pemanfaatan Konduktor pada Jaringan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan 
mempertimbangkan perbedaan frekuensi dan spesifikasi 
Konduktor;  

d. untuk pemanfaatan Kabel Pilot pada Jaringan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan 
mempertimbangkan spesifikasi Kabel Pilot. 

(4) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh IPJ Telematika dari 
Menteri. 

Bagian Kedua 
Pemanfaatan Penyangga dan/atau  

Jalur Sepanjang Jaringan  
Pasal 4 

(1) Pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan untuk 
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika dapat 
dilakukan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), 
saluran udara tegangan tinggi (SUTT), Jaringan tegangan menengah 
(JTM) dan Jaringan tegangan rendah (JTR).   

(2) Pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kekuatan 
konstruksi Penyangga. 

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Serat Optik Pada Jaringan 

Pasal 5 
(1) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan untuk kepentingan 

telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika dapat dilakukan 
baik pada Serat Optik yang menyatu dan/atau menjadi bagian dari 
komponen Jaringan maupun pada Serat Optik yang terpisah 
dan/atau terpasang pada Penyangga. 

(2) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mempertimbangkan kapasitas Serat Optik dalam 
mendukung sistem operasi penyaluran tenaga listrik. 

Bagian Keempat 

Pemanfaatan Konduktor Pada Jaringan 
Pasal 6 

(1) Pemanfaatan Konduktor pada Jaringan untuk kepentingan 
telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika wajib 
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